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• Pelayanan publik, khususnya kesehatan merupakan

prioritas utama pemerintah Indonesia, namun akses

layanan kesehatan berkualitas dan merata masih

menjadi tantangan.

• Dalam memastikan kualitas pelayanan kesehatan, Izin

praktik tenaga kesehatan penting untuk menjamin

kompetensi dan legalitas tenaga kesehatan.

SIP Online
E-Government

Latar Masalah

E-government

Komponen

Tujuan

Regulasi

Support, Capacity, dan Value

Mempermudah pelayanan, meningkatkan

transparansi, dan membuat pelayanan

publik menjadi lebih efektif serta efisien

Inpres No. 3 Tahun 2003 (E-Gov) & 

Perpres No. 95 Tahun 2018 (SPBE)

Pemerintahan berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, 

dan kualitas layanan publik

•Proses pengajuan izin praktik seringkali lambat dan kompleks, sehingga

menghambat pelayanan kepada masyarakat.

•Digitalisasi sistem izin praktik tenaga kesehatan mendesak untuk efisiensi

dan percepatan proses, sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun

2020 tentang Renstra Kementrian Kesehatan yang mengamanatkan terkait

Transformasi Digital Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang 
mengatur tentang penerbitan SIP

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, yang mengatur syarat-
syarat perpanjangan SIP dan Surat 

Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ Menkes /6/ 2024, yang 
mengatur penyelenggaraan perizinan
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Latar Masalah
•Di Kabupaten Sidoarjo, jumlah tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai kecamatan cenderung meningkat. Data tenaga kesehatan

di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan bahwa seiring bertambahnya jumlah tenaga kesehatan, kebutuhan

akan sistem perizinan yang efisien semakin mendesak.

Tabel 1.1 Tenaga Kesehatan 2020-2024

Sumber : Diolah Penulis, 2024

Jenis Tenaga 

Kesehatan

Tahun

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Dokter Spesialis 581 897 892 734 1029

Dokter Umum 589 977 1078 1043 1320

Dokter Gigi 161 247 442 380 511

Apoteker 485 884 519 484 751

Sarjana Kesehatan 120 85 165 238 234

Bidan 987 1398 1668 1566 1561

Perawat/Perawat Gigi 3028 3511 4105 4280 4330

Sanitarian 50 44 82 114 88

Kabupaten Sidoarjo 6001 8043 8951 8839 9824



SIP ONLINEURGENSI

MANFAAT

Latar Masalah

Digitalisasi layanan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo melalui aplikasi SIP Online

dimulai pada tahun 2020 sebagai upaya untuk menggantikan proses administratif

manual yang sebelumnya dinilai kurang efisien.

Aplikasi ini menawarkan berbagai manfaat, di antaranya :

website:
dinkes.sidoarjokab.go.id/sip/public

implementasi e-government 

melalui SIP Online

Peningkatan jumlah pemohon SIP setiap tahunnya menjadi salah satu alasan utama

pengembangan aplikasi ini sejak tahun 2020

Teknologi open source yang 
lebih efisien

Dapat diakses dari berbagai 
perangkat dan lokasi

Fitur ramah pengguna (user-

friendly)
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Data Empiris

Jumlah penerima layanan Surat Izin Praktik Online (SIP

Online) cenderung mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun. Pada tahun 2020, tercatat 2.090 penerima

layanan, yang meningkat menjadi 3.845 pada tahun

2021, 5.437 pada tahun 2022, 4.414 pada tahun 2023, dan

mencapai 4.493 pada tahun 2024.

Tabel 1.2 Jumlah Penerima Layanan SIP

Sumber : Diolah Penulis, 2024
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• Keterbatasan anggaran, 

rendahnya literasi digital, SDM 

yang kurang melek teknologi

Permasalahan dan Tujuan Penelitian

• Sosialisasi yang belum optimal, 

penilaian SKM yang masih

rendah, serta panduan

tekstual statis

• Evaluasi belum dilakukan secara

rutin, serta sistem belum

terintegrasi

• Sistem eror, belum ada

Peraturan Daerah yang 

mengatur

• Mengetahui efektivitas

penerapan e-government 

melalui aplikasi SIP Online di 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sidoarjo.

• Mengetahui faktor

pendukung dan 
penghambat dalam

efektivitas penerapan e-

government melalui aplikasi

SIP ONLINE di Dinas 

Kesehatan Kabupaten

Sidoarjo.

GAB PERMASALAHAN TUJUAN

Gambar 1. 

Berkas SIP

Sumber: Admin SIP 2023
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Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Artika Mukti Barokah, Endang Larasati Setianingsih, dan Dyah

Lituhayu (2023) menganalisis kualitas pelayanan perizinan tenaga kesehatan

melalui aplikasi menggunakan teori kualitas pelayanan Zeithaml, Parasuraman, 

dan Berry dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas

pelayanan masih belum optimal pada dimensi tangible, reliability, dan 

responsiveness, dengan permasalahan seperti sarana yang belum terpenuhi, 

ketidaktepatan waktu penerbitan perizinan, kurangnya kemampuan pegawai, 

respon lambat, dan penolakan data pemohon. Faktor penghambat meliputi

gangguan jaringan, error pada aplikasi SICANTIK, keterbatasan kompetensi IT 

pelaksana, serta komunikasi dan sosialisasi yang kurang optimal. Penelitian

merekomendasikan pengembangan sarana dan prasarana, pelatihan pegawai

untuk penggunaan aplikasi, dan sosialisasi yang lebih efektif.

Penelitian oleh I Kadek Dwi Nuryana dan Serly Oki Kurniasari (2016) bertujuan untuk mengatasi masalah perizinan tenaga 
medis yang masih menggunakan sistem manual. Sistem manual yang bergantung pada pencatatan tangan dan 
penyimpanan di map menyebabkan pemrosesan data tidak efisien, baik untuk petugas maupun pemohon. Waktu yang 
dibutuhkan untuk pengurusan perizinan juga cukup lama, menghambat kelancaran layanan. Penelitian ini 
merekomendasikan penerapan sistem perizinan berbasis komputerisasi yang dapat mempercepat, mempermudah, dan 
mengotomatiskan proses, serta menyimpan dan menampilkan data secara lebih efisien. Dengan adanya sistem ini, 
diharapkan proses perizinan menjadi lebih cepat dan akurat, serta dapat diakses secara online melalui perangkat komputer 
dan mobile, memberikan kemudahan bagi pemohon dan membantu pegawai Dinas Kesehatan dalam mengelola data 
perizinan, termasuk menyajikan laporan dalam bentuk grafik 

Penelitian oleh Aditya Pratiwi Fitrianingrum dan Noviyanti (2024) 

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas aplikasi SPRINTER di 

DMPTSP Kabupaten Ponorogo untuk pelayanan perizinan online SIPP 

menggunakan teori efektivitas Campbell J.P. (keberhasilan program, 

keberhasilan sasaran, kepuasan program, tingkat input-output, dan 

pencapaian tujuan). Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif

dengan data dari studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Populasi dan sampel meliputi pemohon izin dan 

pegawai terkait. Hasilnya menunjukkan SPRINTER memenuhi

kepuasan program dan input-output, namun belum optimal dalam

keberhasilan program, sasaran, dan pencapaian tujuan karena

kendala literasi pengguna rendah, verifikasi email tertunda, dan 

belum adanya SOP. Rekomendasi meliputi pengecekan berkala email 

dan penyelesaian SOP.

01.

Analisis Pelayanan Perizinan Tenaga Kesehatan 
Dengan Aplikasi Sistem Informasi Cerdas Layanan
Terpadu Untuk Publik (Sicantik) Di Dinas 
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Wonogiri

Efektivitas Pelayanan Melalui Aplikasi
Sprinter Di Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu(DPMPTSP)Kabupaten Ponorogo02.

Sistem Informasi Tenaga Medis di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo 

03.
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Teori dan Indikator

Efektivitas adalah pencapaian tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia

secara efisien, yang dilihat dari aspek masukan (input), proses, dan keluaran (output) Dalam mengukur

sebuah efektivitas tentunya dibutuhkan indikator-indikator dalam penilainnya. Menurut Budiani, terdapat

empat faktor utama yang mempengaruhi evaluasi efektivitas suatu program, yaitu:

Ketepatan

Sasaran
Sosialisasi PemantauanTujuan
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Metodologi Penelitian

Kualitatif dengan pendekatan deskriptif

Jenis dan Pendekatan Penelitian

1

2Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, SIP hanya di Dinkes

Lokasi Penelitian dan Alasan

Mengetahui efektivitas, menganalisis faktor pendukung dan 
penghambat dalam penerapan SIP Online

Fokus Penelitian3

4Purposive sampling

Teknik Penentuan Informan 

Primer dan Sekunder

Jenis Data5

6Wawancara, observasi dan dokumentasi

Teknik Pengumpulan Data

Model interaktif Miles dan Huberman, terdiri atas pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

Teknik Analisis Data7

8Kepala Bidang, Admin SIP, dan Tenaga Kesehatan yang 
pernah melakukan permohonan SIP Online

Informan



‹#›

Manfaat PenelitianPEMBAHASAN

Dalam konteks layanan Surat Izin Praktik (SIP) Online di Kabupaten Sidoarjo, menurut Budiani

(2007:53), ketepatan sasaran adalah kesesuaian antara peserta program dengan target yang telah

ditentukan sebelumnya.

1. Ketepatan Sasaran
Rentang Usia Jumlah

<25 Tahun 123

25-34 Tahun 965

35-44 Tahun 374

45-54 Tahun 167

>55 Tahun 78

Berdasarkan hasil wawancara :

Seluruh tenaga medis dan tenaga

kesehatan yang menjalankan praktik

serta diwajibkan memiliki SIP telah

menjadi target program yang 

terakomodasi

Kepala Bidang Kefarmasian dan 

Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan 
Seluruh tenaga medis dan tenaga

Kesehatan telah di informasikan oleh 

organisasi/rumpun profesi untuk

mengurus Surat Izin Praktik

Tenaga Kesehatan Pengguna SIP 

Online

Berdasar Teori Budiani : Program SIP Online di Sidoarjo sudah tepat sasaran secara administratif,

sesuai teori Budiani. Namun, efektivitasnya masih terkendala karena tidak semua penerima manfaat,

khususnya tenaga kesehatan usia lanjut, mampu mengakses dan memanfaatkan layanan secara

optimal. Keterbatasan keterampilan digital menjadi tantangan utama dalam pemanfaatan layanan.

Mayoritas pemohon SIP Online berusia

produktif, tapi pemohon di atas 45 tahun

sering mengalami kendala karena faktor usia

dan rendahnya literasi digital. Akibatnya,

banyak yang memakai jasa berbayar meski

layanan gratis. Dinas Kesehatan masih rutin

memberi pendampingan karena alur belum

dipahami sepenuhnya.

Tantangan
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Manfaat PenelitianPEMBAHASAN

Sosialisasi merupakan kemampuan penyelenggara, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo,

untuk menyampaikan informasi program secara efektif kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai

sasaran utama. Informasi yang disampaikan mencakup dokumen persyaratan, waktu dan biaya, produk

layanan, serta prosedur penggunaan website layanan SIP

2. Sosialisasi Program

Berdasarkan hasil wawancara :

Sosialisasi telah dilakukan Dinas 

Kesehatan baik secara offline maupun

melalui media sosial

Kepala Bidang Kefarmasian dan 

Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan 
Sebagai bentuk efisiensi anggaran, 

sosialisasi sering kami selipkan

dengan acara lain, maupun melalui

Instagram Dinas Kesehatan

Tenaga Kesehatan Pengguna SIP 

Online

Berdasar Teori Budiani : Berdasarkan teori Budiani, Dinas Kesehatan Sidoarjo telah melakukan

sosialisasi, terutama lewat organisasi profesi dan media digital. Sosialisasi langsung hanya dilakukan

saat ada perubahan kebijakan. Sebagai alternatif sosialisasi offline, informasi disampaikan lewat

media sosial agar lebih efisien dan mudah dipahami.

Meskipun berbagai upaya sosialisasi

telah dilakukan, pelaksanaannya

belum dapat dijadwalkan secara rutin

karena keterbatasan anggaran Dinas

Kesehatan. Kondisi ini menyebabkan

penyebaran informasi program SIP

Online belum optimal, salah satunya

pengisian SKM untuk penilaian IPP.

Tantangan
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Manfaat PenelitianPEMBAHASAN

Tujuan program merupakan sejauh mana kesesuaian antara hasil dari pelaksanaan program dengan tujuan

program yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks penerapan layanan Surat Izin Praktik (SIP)

Online di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, tujuan program dirancang untuk memberikan kemudahan,

mempercepat proses perizinan, serta meningkatkan efisiensi pelayanan bagi tenaga medis dan tenaga

Kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara :

2. Tujuan Program

Tujuan Inovasi SIP Online adalah memangkas waktu

pelayanan sehingga pelayanan bisa menjadi maksimal

dari 14 hari menjadi 7 hari, selanjutnya menghindari

tatap muka antara pemohon dan petugas sehingga

mengurangi risiko kegiatan suap / gratifikasi

Kepala Bidang Kefarmasian dan 

Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan 

SIP secara offline diawal itu membutuhkan waktu lama dan 

admin slowresp dalam menjawab chat melalui whatsapp, 

setelah adanya SIP Online lebih menghemat waktu dan 

cepat, fiturnya mudah dipahami, dan menghemat tenaga

agar tidak bolak-balik ke Dinas Kesehatan.

Tenaga Kesehatan Pengguna SIP 

Online

Temuan ini sejalan dengan teori Budiani (2007) yang menekankan pentingnya kesesuaian antara tujuan

program dengan hasil yang dicapai. SIP Online telah dirancang untuk menyederhanakan proses perizinan dan

memberikan kemudahan bagi tenaga kesehatan. Namun demikian, setiap program e-government tetap

memerlukan penyempurnaan sistem dan perbaikan kendala teknis agar tujuan program dapat tercapai secara

optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Meskipun SIP Online bertujuan

mempermudah proses perizinan,

pelaksanaannya masih menghadapi

tantangan, seperti proses tanda tangan

yang masih manual, keterlambatan

pengajuan oleh pemohon, serta kendala

teknis seperti sistem eror, kesulitan

login, dan verifikasi yang tidak muncul.

Hal ini berdampak pada keterlambatan

layanan dan meningkatnya beban

admin.

Tantangan
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Manfaat PenelitianPEMBAHASAN

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah program dijalankan, dengan

memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan peserta dalam penggunaan aplikasi SIP Online. Pada

prinsipnya, pemantauan program bertujuan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya

program secara sistematis dan berkala. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai

dengan perencanaan serta untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan

2. Pemantauan Program

Berdasarkan hasil wawancara :

Pemantauan SIP Online dilakukan secara rutin dan insidental, terutama saat ada perubahan aturan atau keluhan. 

Inovasi ini telah beberapa kali disesuaikan dengan regulasi terbaru, disertai perubahan SOP dan pemberitahuan

melalui Surat Edaran. Namun, evaluasi terkait kemudahan penggunaan aplikasi oleh pengguna belum pernah

dilakukan, meskipun ke depan direncanakan menggunakan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM)

Kepala Bidang Kefarmasian dan 

Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan 

Temuan ini sejalan dengan teori Budiani (2007) yang menekankan pentingnya pengawasan

dan evaluasi berkala. Meskipun SIP Online dirancang untuk mempercepat layanan perizinan,

kurangnya evaluasi rutin dan pemantauan yang belum terstruktur menjadi tantangan utama

Pelaksanaan evaluasi terhadap SIP Online

di Dinas Kesehatan masih belum rutin

dan belum terstruktur, karena sering

digabung dengan kegiatan lain dan tidak

memiliki jadwal tetap. Pemantauan

cenderung bersifat insidental, hanya

dilakukan saat diperlukan. Hal ini

menunjukkan bahwa pelaksanaan monev

masih belum optimal, sebagaimana juga

tercatat dalam temuan Inspektorat,

terutama terkait penyusunan SOP,

penerbitan SK, dan rendahnya frekuensi

evaluasi. Ke depan, dibutuhkan monev

yang lebih terencana dan terdokumentasi

secara formal agar pelayanan SIP Online

tetap relevan, efektif, dan sesuai regulasi.

Tantangan
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Kesimpulan

1. Ketepatan Sasaran:

SIP Online telah menjangkau seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai ketentuan. Namun, masih terdapat kendala literasi digital, terutama di 

kalangan tenaga kesehatan berusia lanjut yang kesulitan mengakses layanan secara mandiri.

2. Sosialisasi:

Sosialisasi telah dilakukan baik secara daring maupun luring, namun belum berlangsung secara rutin dan belum menjangkau seluruh sasaran secara

merata.

3. Pencapaian Tujuan:

Layanan SIP Online berhasil memangkas waktu pelayanan dari 14 hari menjadi 7 hari. Kendati demikian, masih ditemukan hambatan seperti

penandatanganan yang masih manual dan keterlambatan pengajuan oleh pemohon.

4. Pemantauan dan Evaluasi:

Evaluasi terhadap program belum dilakukan secara rutin dan terstruktur. Kegiatan monev cenderung bersifat insidental dan sering digabungkan dalam

kegiatan lain, sehingga hasilnya belum terdokumentasi secara maksimal.
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